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ABSTRAK 

Tidak sedikit perkara yang telah diputuskan oleh hakim di setiap pengadilan 

yang ada, pada akhirnya menjadi polemik. Putusan hakim nomor: 

128/Pdt.G/2013/PN.YK. Menggambarkan persoalan adanya wanprestasi dari 

perjanjian yang lahir dari wasiat/testament tentang harta waris dan bertujuan 

untuk mengetahui kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris 

wasiat. Penyusun menilai bahwa diperlukan kepastian hukum terhadap sebuah 

surat perjanjian kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang berperkara 

atas harta waris wasiat tersebut.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Penelitian ini juga 

menggunakan jenis penelitian field research. Adapun pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penyusun menganalisa 

dan mempelajari perkara tersebut dengan data-data yang diperoleh dari hasil 

observasi atau pengamatan penyusun selama persidangan perkara berlangsung, 

kemudian wawancara dengan hakim yang berwenang, serta menganalisa semua 

perkara berdasarkan buku-buku dan dokumen yang menunjang penelitian ini. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun terhadap perkara putusan 

nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK. Penelitian ini menghasilkan bahwa kedudukan 

surat perjanjian dalam perkara ini secara hukum tidak sah karena surat perjanjian 

tersebut merupakan akta di bawah tangan, kemudian pada saat pembuatan surat 

perjanjian tersebut tidak ada saksi, dan surat perjanjian tersebut tidak di buat oleh 

pejabat yang berwenang yaitu notaris. Seharusnya dalam pembuatan surat 

perjanjian tersebut supaya sah secara hukum harus merupakan akta otentik yang di 

buat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris dan dihadirkan oleh saksi-saksi.  
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MOTTO 

 

Bercita-citalah setinggi mungkin, dan berusahalah 

semaksimal mungkin 

 

Untuk mencapai suatu tujuan, tindakanmu harus lebih 

besar dari ketakutanmu 

 

Jangan takut melangkah dan terus melangkah, karna 

harapan selalu ada bagi yang mau berusaha 

 

Menunggu kesuksesan adalah tindakan yang sia-sia, 

karna untuk mencapainya harus selalu berusaha 

 

Tidak ada yang tidak mungkin, jika orang lain bisa 

tentunya kita juga bisa, maka teruslah berharap dan 

berusaha karena harapan itu nyata bagi yang mau 

berusaha 
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PERSEMBAHAN 

 

Untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang tiada henti berjuang 

membesarkan dan mendidikku 

 

Untuk Saudaraku Andi Wijaya dan Saudariku Meri Wulan Ndari yang 

menjadi semangatku dalam berjuang menuntut ilmu 

 

Untuk Almamaterku UIN SUKA 

 

Untuk seluruh Dosen dan Guru yang penuh kesabaran dalam 

membimbingku 

 

Dan untuk sahabat serta teman-temanku  
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KATA PENGANTAR 

 بسم اه الرمن الرحيم
احمد ه رب العامن والصاة والسام على أشرف اأنبياء و امرسلن سيدنا 

أشهد أن االه إا اه و أشهد أن حمدا . حمد و على أله و صحبه أمعن
 .عبده و رسوله ا ني بعده

 

Puji syukur alhamndulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul 

(Kedudukan Surat Perjanjian terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Perkara Nomor: 

128/PDT.G/2013/PN. YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta) dapat diselesaikan 

dengan baik. 

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai 

pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi 

tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan kepada Bapak Iswantoro, S.H., M.H.  selaku pembimbing  I  dan 

Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing  II yang telah 

dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga 

kepada penyusun selama menyusun skripsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana 

yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu 

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya 

empat syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah mengikat bagi para 

pihak yang membuatnya.1 

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. 

Memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga 

perikatan yang lahir dari undang-undang. Eksistensi perjanjian sebagai salah 

satu sumber perikatan dapat dilihat landasannya pada ketentuan Pasal 1233 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap 

perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena Undang-Undang. 

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri 

terhadap satu orang lain atau lebih. Setiap perjanjian yang melahirkan suatu 

                                                           
1Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 

hlm. 4. 
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perikatan di antara kedua belah pihak adalah mengikat bagi kedua belah pihak 

yang membuat perjanjian, hal ini berdasarkan atas ketentuan hukum yang 

berlaku di dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”.2 

Tujuan perjanjian, yaitu hasil akhir yang di peroleh pihak-pihak berupa 

pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai 

pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai 

jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara para pihak. Tujuan 

perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, 

tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum dan kesusilaan masyarakat.3 

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan  peraturan 

Undang-Undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian 

mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu 

biasanya berupa akta autentik yang dibuat di muka notaris atau akta di bawah 

tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan 

biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit 

diingat. Jika dibuat tertulis, kepastian hukumnya tinggi.4 Menurut ketentuan 

Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat 

berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak 

                                                           
2R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1. 
3Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2014), hlm. 292. 
4Ibid, hlm. 293. 
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dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan 

dengan itikad baik.5 Karena hukum perjanjian mengatur berbagai kerjasama 

yang menyangkut dua pihak atau lebih, penyusun lebih khusus akan membahas 

tentang perikatan yang lahir dari suatu perjanjian terhadap harta waris wasiat.  

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, yang 

memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan 

sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini 

disebabkan hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup 

kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu 

peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal 

dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat 

hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan 

kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak 

dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya 

seseorang diatur oleh hukum waris. Jadi Hukum Waris itu dapat dikatakan 

sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan 

kewajiban seseorang yang meninggal oleh ahli waris.6 

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa hukum waris adalah soal 

apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta kekayaan 

seseorang pada waktu orang tersebut meninggal dunia akan beralih kepada 

                                                           
5Ibid, hlm. 305. 
6Biondi Firmansyah, “Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern dan 

Hukum Antar Tata Hukum Extern”, Skripsi, Depok: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 
Universitas Indonesia, 2012, hlm. 1. 
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orang lain yang masih hidup. Jadi, hukum waris pada hakekatnya adalah untuk 

mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi 

perselisihan ketika harta warisan dibagikan.7 Pembagian harta waris itu sendiri 

di dalam buku ke-2 (tentang benda) KUHPerdata dapat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu pembagian harta waris menurut Undang-Undang (pembagian 

berdasarkan hubungan darah) dan pembagian harta waris secara testamenter 

(pembagian berdasarkan ditunjuk dengan surat wasiat). 

Menurut R. Subekti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada 

Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan seseorang yang 

meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-

Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya 

sesuatu ketetapan yang sah”. Kemudian Pasal 875 yang berbunyi: “Adapun 

yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat 

pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah 

orang tersebut meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.8 

Hal ini bisa dilihat dalam perkara hukum yang akan menjadi objek dari 

penelitian skripsi ini, yaitu Perkara Putusan Nomor: 128/ Pdt.G/2013/PN.YK. 

Dalam perkara tersebut menggambarkan tentang perkara surat wasiat yang 

berujung wanprestasi, gambaran kasus tersebut mulanya adalah satu pasang 

suami istri yaitu Reksosoemitro dengan Ny.RNg. Reksosoemitro alias 

Ny.Karsinah sebelum meninggal dunia telah membuat surat wasiat untuk 

ketiga putranya, masing-masing anaknya sudah berkeluarga semua, setelah 
                                                           

7Ibid, hlm. 2. 
8R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), 

hlm. 231. 
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salah satu orang tua/Ny.RNg.Reksosoemitro alias Ny.Karsinah ketiga putra 

tersebut meninggal dunia dan disusul putra pertama yaitu Djayusman dan istri 

yaitu Sutinah Hartini meninggal dunia tetapi tidak memiliki keturunan.9 

Kemudian disusul putra kedua yaitu Sawabi Subagya meninggal dan 

meninggalkan seorang istri yaitu Ny.Rubiyem (Penggugat) serta 6 orang anak, 

kemudian disusul putra ketiga yaitu Sutaryono meninggal dan meninggalkan 

seorang istri yaitu Ny. Rubinem (Tergugat Berkepentingan) serta 7 orang anak, 

jadi ahli waris yang sah yaitu Ny.Rubiyem (Penggugat) dan Ny.Rubinem 

(Tergugat Berkepentingan) yang masih hidup, namun dalam kenyataanya tanah 

warisan yang dahulu dikuasai oleh Djayusman dan Sutinah Hartini kini 

dikuasai oleh salah satu anak dari Ny.Rubinem (Tergugat Berkepentingan) 

yaitu Heru Purwanto (Tergugat), kemudian tepatnya pada tanggal 20 Mei 2011 

diadakan musyawarah keluarga guna membicarakan tanah warisan  dan 

sepakati bersama yang dituangkan dalam surat kesepakatan, namun sampai saat 

ini, pihak Heru Purwanto (Tergugat) tidak memenuhi kesepakatan  tersebut, 

dan masih menguasai tanah warisan yang semula dikuasai oleh Djayusman dan 

Sutinah Hartini sehingga dengan demikian secara hukum Heru Purwanto 

(Tergugat) dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi atas surat kesepakatan 

tertanggal 20 Mei 2011 tersebut.10 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka akan timbul pertanyaan 

bagaimana penyelesaian perkara seperti di atas, bagaimana caranya Pengadilan 

Negeri Yogyakarta memberikan kepastian hukum terhadap surat perjanjian 

                                                           
9Lihat Putusan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta, hlm. 2.  
10Ibid, hlm. 3. 
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kesepakatan yang telah dibuat para pihak atas waris wasiat. Kemudian kasus 

tersebut tidak hanya berhenti di Pengadilan Negeri Yogyakarta lebih dari itu 

berlanjut ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Final, artinya kasus tersebut 

sudah final di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan tidak ada upaya hukum lagi. 

Melihat perkara itu maka penyusun merasa tertarik untuk membahas dan 

mengkaji tema kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris 

wasiat dalam bentuk skripsi, di mana penyusun akan melakukan studi di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta agar pembahasannya lebih fokus dan terperinci 

lagi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan 

rumusan masalah yaitu: “Bagaimana kedudukan surat perjanjian terhadap 

pembagian harta waris wasiat dalam perkara Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.Yk. ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan surat perjanjian 

terhadap pembagian harta waris wasiat dalam perkara Nomor: 

128/Pdt.G/2013/PN.YK. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  

Untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi masukan dan 

sumbangan pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi 

hukum perjanjian dan waris wasiat. 

b. Kegunaan Praktis  

Untuk tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap 

masalah yang sama. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan belum ada 

karya atau tulisan yang judulnya sama dengan kedudukan surat perjanjian 

terhadap harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Di dalam 

penulisan skripsi ini, penulis banyak mengambil referensi dari skripsi-skripsi, 

buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang membahas atau yang ada 

kaitannya dengan kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris 

wasiat. Adapun literatur yang berkaitan dengan kedudukan surat perjanjian 

terhadap pembagian harta waris wasiat sebagai berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Aziz,11 membahas tentang akta wasiat 

menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata. Perbedaan skripsi yang 

ditulis oleh Khoirul Aziz dengan penelitian ini, penyusun akan membahas 

tentang kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di 
                                                           

11Khoirul Aziz, “Akta Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdt”, Skripsi, 
Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2009). 
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Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jadi, penelitian tentang akta wasiat, penyusun 

menggunakan dasar hukum KUHPerdata karena penelitian ini dilakukan di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta.   

Skripsi yang ditulis oleh Harpat Ade Yandi,12 membahas tentang 

pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa 

Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari hukum 

islam. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Harpat Ade Yandi dengan penelitian 

ini, penyusun akan membahas kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian 

harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, jadi lebih khusus tentang 

hukum waris wasiat ditinjau dari KUHPerdata. 

Skripsi yang ditulis oleh Yulian Andhika Rosada,13 membahas tentang 

pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan akta perdamaian di 

Pengadilan Agama Yogyakarta (Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2009/PA.YK). 

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Yulian Andhika Rosada dengan penelitian 

ini, penyusun akan membahas tentang kedudukan surat perjanjian terhadap 

pembagian harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, jadi lebih 

khusus tentang hukum waris wasiat ditinjau dari KUHPerdata. 

                                                           
12Harpat Ade Yandi, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung 

Naga, Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau dari Hukum Islam”,  
Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2008). 

13Yulian Andhika Rosada, ”Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Akta 
Perdamaian di Pengadilan Agama Yogyakarta (Putusan Hakim Nomor: 
0307/Pdt.G/2009/PA.YK)”, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2010). 
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Skripsi yang ditulis oleh Eka Saputra,14 membahas tentang studi kasus 

pelaksanaan pembagian warisan dalam hal salah satu ahli waris non muslim di 

Yogyakarta. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Eka Saputra dengan penelitian 

ini, penyusun akan membahas tentang kedudukan surat perjanjian terhadap 

pembagian harta waris wasiat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, jadi masih 

sama-sama membahas tentang hukum waris tetapi lebih khusus waris wasiat. 

Skripsi yang ditulis oleh Denny Ardianto Himawan,15 membahas tentang 

upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh para pihak dalam pelaksanaan 

perjanjian penjualan tiket antara agen dengan po safari dharma raya di 

temanggung. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Denny Ardianto Himawan 

dengan penelitian ini, penyusun akan membahas tentang kedudukan surat 

perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta, jadi lebih khusus tentang hukum perjanjian karena wanprestasi. 

Skripsi yang ditulis oleh Ricky Nicolas. Siahaan,16 membahas tentang 

upaya hukum para pihak akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian 

konsinyasi di distro slackers. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh  Ricky 

Nicolas dengan penelitian ini, penyusun akan membahas tentang kedudukan 

surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta, jadi lebih khusus tentang hukum perjanjian karena wanprestasi. 

                                                           
14Eka Saputra, ”Studi Kasus Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Hal Salah Satu Ahli 

Waris Non Muslim di Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2009). 

15Denny Ardianto Himawan, ”Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Ditempuh Para 
Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penjualan Tiket Antara Agen Dengan Po Safari Dharma 
Raya di Temanggung”, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 
Atma Jaya, (2011). 

16Ricky Nicolas. Siahaan, “Upaya Hukum Para Pihak Akibat Wanprestasi Dalam 
Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Distro Slackers”, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, (2012). 
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Skripsi yang ditulis oleh Satriyo Tyas Utomo,17 membahas tentang 

wanprestasi dalam perjanjian meminjam uang antara koperasi dengan 

anggotanya di Yogyakarta. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh Satriyo 

Tyas Utomo dengan penelitian ini, penyusun akan membahas tentang 

kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta, jadi lebih khusus tentang hukum perjanjian 

karena wanprestasi dan masih sama-sama membahas tentang hukum 

perjanjian. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Hukum Perjanjian 

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah 

merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak 

Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan 

maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. 

Sebagaimana diketahui Code Civil perancis mempengaruhi Burgelijk 

Wetboek Belanda, dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka 

Burgelijk Wetboek Belanda diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Indonesia. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum 

dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu 

perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi 

                                                           
17Satriyo Tyas Utomo, ”Wanprestasi Dalam Perjanjian Meminjam Uang Antara Koperasi 

Dengan Anggotanya di Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 
Universitas Islam Indonesia, (2012). 
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para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 Ayat 3 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya 

seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi 

tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi 

debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak 

dengan itikad baik. Selanjutnya menurut Subekti, jika pelaksanaan 

perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka 

hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian 

menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian 

menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka 

hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang 

tercantum dalam kontrak tersebut.18 

Di dalam perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-Undang (vide Pasal 1320 KUHPerdata). Dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu 

perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 19  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

                                                           
18Suharnoko,  Hukum Perjanjian,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 

3-4. 
19Lihat Putusan Nomor:  93/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

tentang Perbankan Syariah, hlm. 43-44. 
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Dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai 

syarat subjektif yang melekat pada diri persoon yang membuat perjanjian, 

yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan 

(vernietigbaar, voidable), sementara syarat ketiga dan keempat 

dikategorikan sebagai syarat objektif yang berhubungan dengan objek 

perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi 

hukum (nietig, null and void). Lebih lanjut, agar suatu perjanjian atau akad 

memenuhi syarat keempat, yaitu “suatu sebab yang halal”, maka sebab 

dibuatnya akad atau perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 

1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, 

apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan 

kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian atau akad yang tidak 

memenuhi syarat tersebut menjadi batal demi hukum.20 

2. Teori Hukum Waris 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pewarisan” adalah proses 

beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan 

hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berdasar pada rumusan tersebut, 

dapat diidentifikasi unsur-unsur pewarisan, yaitu pewaris, waris, harta, harta 

warisan, proses peralihan, aturan hukum, dan masyarakat.21  

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), terutama 

Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan 

sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUHPerdata menyangkut hak waris 

                                                           
20Ibid, hlm. 43-44. 
21Ibid, hlm. 193. 
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sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya 

ditempatkan dalam buku ke-2 KUHPerdata (tentang benda). Penempatan 

hukum kewarisan dalam buku ke-2 KUHPerdata ini menimbulkan pro dan 

kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam 

hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi 

terkait beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan 

kekeluargaan.22 

Dalam KUHPerdata terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan 

yaitu sebagai berikut:23 

a. Secara ab intesto (ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata) 

Menurut ketentuan Undang-Undang ini, yang berhak menerima bagian 

warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin 

dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi 

ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing 

merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan 

keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut 

pada bab selanjutnya. 

b. Secara testamenter (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = 

testamen) dalam Pasal 899 KUHPerdata.  Dalam hal ini pemilik 

kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk 

dalam surat wasiat/testamen. 

 
                                                           

22Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 59. 

23Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 4. 
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3. Teori Surat Wasiat 

a. Surat Wasiat sebagai Alat Bukti 

Suatu wasiat (testamen) dapat berupa suatu keterangan yang dibuat 

sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi 

agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah bagi orang yang 

diberikan hak atas itu. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat 

(testamen) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka, wasiat 

(testamen) tersebut harus dapat ditarik kembali. Yang terpenting adalah 

agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan 

perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan 

menimbulkan akibat hukum.24 

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat 

tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau 

untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai 

pembuktian. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan 

dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian akta adalah surat 

sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang 

menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan 

sengaja untuk membuktikan.25 

 

 

                                                           
24Ali Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hlm. 93. 
25Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 2006), hlm. 149. 
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b. Unsur-Unsur Surat Wasiat 

Menurut J. Satrio, S.H., unsur-unsur wasiat (testamen) ada 4 

(empat), antara lain sebagai berikut:26 

a) Suatu wasiat (testamen) adalah suatu “akta”. 

b) Suatu wasiat (testamen) berisi “pernyataan kehendak”. 

c) Suatu wasiat (testamen) berisi mengenai “apa yang akan terjadi 

setelah ia meninggal dunia”. 

d) Suatu wasiat (testamen) “dapat dicabut kembali”. 

c. Kecakapan Pembuatan Surat Wasiat 

Mengenai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat di atur dalam 

Pasal 898 KUHPerdata yang bunyinya: kecakapan seseorang yang 

mewasiatkan, harus ditinjau menurut kedudukan dimana pewaris berada. 

Dan syarat lainnya bagi seseorang yang akan menerima wasiat tersebut 

harus ada pewaris yang mewasiatkan meninggal dunia. Hal ini 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 899 KUHPerdata yang bunyinya 

sebagai berikut: dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 

KUHPerdata ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, 

seseorang harus telah ada bahwa pewaris yang mewasiatkan telah 

meninggal dunia.27 

 

 

 

                                                           
26J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 165. 
27Ibid, hlm.  235. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian lapangan (field research), Penelitian lapangan merupakan salah 

satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak 

memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan 

kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Di mana penelitian ini akan 

dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yang bertujuan 

menggambarkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan kemudian 

dianalisis. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif analitik, dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan surat 

perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian ini akan mengkaji secara 

mendalam mengenai pengaturan hukum perjanjian dan harta waris wasiat 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

4. Data Penelitian 

Data penelitian dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, di 

antaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Metode
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengumpulan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kualitatif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Literatur
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a. Data primer: 

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari lapangan yang 

dilakukan melalui wawancara dengan hakim, tempat penelitian ini 

adalah di Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

b. Data sekunder: 

Data sekunder dari penelitian ini peneliti melakukannya dengan 

mempelajari peraturan Undang-Undangan, hasil-hasil penelitian, 

hasil karya ilmiah para sarjana, KUHPerdata serta literatur lain 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan diperoleh dari 

data primer yang berlokasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan data 

sekunder dari peraturan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya 

ilmiah para sarjana, KUHPerdata serta literatur lain yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penyusun. 

6. Analisa Data 

Yang akan dipakai penyusun adalah menggunakan analisa data 

kualitatif yaitu merupakan suatu metode analisa data yang didasarkan pada 

pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan responden serta hasil penelitian lapangan. 
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Data dianalisa kemudian ditarik kesimpulan dengan metode 

berpikir secara deduktif-induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan 

yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus berkaitan dengan 

kedudukan surat perjanjian terhadap pembagian harta waris wasiat di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian maka 

diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, yang berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang 

masalah, rumusan  masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang hukum perjanjian dan 

hukum waris wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Bab ketiga, akan membahas tentang gambaran umum Pengadilan 

Negeri Yogyakarta. 

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab 

ini akan membahas tentang analisa perkara dalam putusan Nomor: 

128/Pdt.G/2013/PN.YK.  

Bab kelima, merupakan penutup dalam bab ini akan ditarik suatu 

kesimpulan serta akan di berikan saran-saran terkait dengan judul. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kedudukan surat perjanjian dalam perkara ini secara hukum tidak sah 

karena surat perjanjian tersebut merupakan akta di bawah tangan, kemudian 

pada saat pembuatan surat perjanjian tersebut tidak ada saksi, dan surat 

perjanjian tersebut tidak di buat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. 

Seharusnya dalam pembuatan surat perjanjian tersebut supaya sah secara 

hukum harus merupakan akta otentik yang di buat oleh pejabat yang 

berwenang yaitu notaris dan dihadirkan oleh saksi-saksi., disamping itu juga 

perkara ini cacat formil, cacat formil disini yaitu gugatan mengandung cacat 

atau obscuur libel yaitu gugatan tidak jelas karena penggugat 

mencampuradukan pokok gugatan artinya gugatan penggugat tidak memenuhi 

syarat-syarat gugatan, salah satu syarat gugatan adalah harus jelas dan 

memenuhi syarat-syarat gugatan. Disamping itu juga gugatan penggugat error 

in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium yaitu 

kurang pihak yang diikutsertakan dalam gugatan.  

Misalkan perkara ini tidak cacat formil dan dilanjutkan sampai selesai, 

bisa saja gugatan penggugat dapat diterima dengan catatan memenuhi syarat 

gugatan berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, 

kemudian ada dua kemungkinan gugatan dapat diterima dan tidak dapat 

diterima pertama jika Heru Purwanto adalah anak kandung dari ahli waris ke 

tiga dan sah secara hukum maka gugatan penggugat tidak dapat diterima 
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sebaliknya jika Heru Purwanto bukan anak kandung dari ahli waris ke tiga 

maka gugatan penggugat dapat diterima, kemudian gugatan penggugat dapat 

diterima jika surat perjanjian yang mereka buat memenuhi unsur-unsur dari 

Pasal 1320 KUHPerdata sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara ini. 

 

B. Saran 

1. Saran untuk Penggugat 

Dalam mengajukan suatu gugatan perlu memperhatikan syarat-syarat 

gugatan agar gugatan tidak cacat formil, kemudian tidak mencampuradukan 

pokok gugatan dalam suatu gugatan karena dalam hukum acara tidak boleh 

mencampuradukan pokok gugatan sehingga terjadi gugatan tidak jelas, 

kemudian dalam membuat surat perjanjian perlu memenuhi unsur-unsur pada 

Pasal 1320 KUHPerdata. 

2. Saran untuk para pihak 

Dalam membuat surat perjanjian supaya sah secara hukum seharusnya 

merupakan akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris 

dan dihadirkan oleh saksi-saksi. 
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